
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1182, 2022 KEMENKUMHAM. Pakaian Dinas. ASN. 

Pencabutan. 
 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 24 TAHUN 2022 
TENTANG 

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 
 
 

Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda 
identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga 
penggunaan pakaian dinas di lingkungan Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu diatur secara 
lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban; 

b. bahwa pengaturan mengenai pakaian dinas dan atribut 
dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas dan 

Atribut di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan 
organisasi, sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia; 
 

Mengingat : 1.  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); 
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1441); 
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5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 
41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); 
 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI 
MANUSIA. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 
Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 
pejabat pembina kepegawaian ditugaskan dalam suatu 
jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi 

di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia serta digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan. 

2. Pakaian Dinas adalah pakaian dan kelengkapan yang 
harus dimiliki dan digunakan oleh setiap Pegawai dalam 

melaksanakan tugas.  
3. Pakaian Dinas Umum adalah Pakaian Dinas beserta 

atribut dan kelengkapan lainnya yang secara umum 

digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas dan 
fungsi sehari-hari.  

4. Pakaian Dinas Khusus adalah Pakaian Dinas beserta 
atribut dan kelengkapan lainnya yang secara khusus 
digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas 

tertentu. 
5. Pakaian Dinas Lainnya adalah Pakaian Dinas selain 

Pakaian Dinas Umum dan Pakaian Dinas Khusus.  

6. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU 
adalah Pakaian Dinas yang digunakan dalam upacara 

pelantikan dan upacara lainnya. 
7. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH 

adalah Pakaian Dinas yang digunakan dalam 

melaksanakan tugas sehari-hari. 
8. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL 

adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pegawai yang 

bertugas di bidang pengamanan di lingkungan 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

9. Atribut adalah tanda alat kelengkapan yang digunakan 
pada Pakaian Dinas yang menunjukkan identitas 
pemakainya.  

10. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah barang yang dipakai 
untuk melengkapi Pakaian Dinas dalam mendukung 

tugas dan fungsi. 
11. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang 

selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian 
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yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
hukum dan hak asasi manusia. 

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 
 

Pasal 2 
(1) Pakaian Dinas Pegawai digunakan dengan prinsip: 

a. sesuai kebutuhan organisasi; 

b. keseragaman, yaitu model atau bentuk, warna dan 
bahan dasar sesuai standar yang ditentukan;  

c. estetika, yaitu memperhatikan nilai kesopanan, 

keindahan, dan kepantasan; dan 
d. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan 

sesuai dengan fungsi dan tugas yang diemban. 
(2) Filosofi warna dasar Pakaian Dinas Pegawai di 

lingkungan Kementerian tercantum dalam Lampiran I 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 

 
Pasal 3 

Setiap Pegawai wajib memakai Pakaian Dinas, Atribut, dan 

Kelengkapan Pakaian Dinas pada hari kerja berdasarkan 
Peraturan Menteri ini. 
 

Pasal 4 
Pakaian Dinas Pegawai Kementerian terdiri atas: 

a. Pakaian Dinas Umum;  
b. Pakaian Dinas Khusus; dan  
c. Pakaian Dinas Lainnya. 

 
BAB II 

PAKAIAN DINAS UMUM 
 

Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 5 

Pakaian Dinas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf a terdiri atas: 

a. PDU; 
b. PDH;  
c. PDL; dan 

d. Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia. 
 

Bagian Kedua 

Pakaian Dinas Upacara 
 

Pasal 6 
(1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a 

terdiri atas: 

a. PDU-I; dan  
b. PDU-II.  

(2) PDU-I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
digunakan untuk acara upacara Hari Kemerdekaan 
Republik Indonesia, upacara Hari Dharma Karya Dhika, 
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acara kenegaraan, acara penganugerahan tanda 
kehormatan, upacara pemakaman, upacara pernikahan, 
upacara penerimaan/pelepasan, apel kehormatan, dan 

renungan suci. 
(3) PDU-II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

digunakan untuk acara upacara hari besar nasional, 
upacara ziarah dan tabur bunga di laut, upacara 
pembukaan/penutupan pendidikan, sidang kode etik dan 

disiplin, acara pelantikan dan pengambilan sumpah 
jabatan, dan acara serah terima jabatan. 

(4) PDU I dan PDU II terbuat dari bahan kain Woolfeel 
Melange 100% Micro Twill Polyester. 

(5) Warna PDU-I diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. jas berwarna abu-abu tua 19-4008 TCX (pantone), 
RGB (32,32,32), HEX #282828; 

b. celana berwarna abu-abu tua 19-4008 TCX 
(pantone), RGB (32,32,32), HEX #282828; 

c. rok berwarna abu-abu tua 19-4008 TCX (pantone), 
RGB (32,32,32), HEX #282828; dan 

d. kemeja berwarna putih. 

(6) Warna PDU-II diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. jas berwarna abu-abu tua 19-4008 TCX (pantone), 

RGB (32,32,32), HEX #282828; 
b. celana berwarna abu-abu tua 19-4008 TCX 

(pantone), RGB (32,32,32), HEX #282828; dan 

c. rok berwarna abu-abu tua 19-4008 TCX (pantone), 
RGB (32,32,32), HEX #282828. 

(7) Gambar, bentuk, kelengkapan, atribut, dan penggunaan 
PDU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
 

Bagian Ketiga 

Pakaian Dinas Harian 
 

Pasal 7 

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b 
terdiri atas: 

a. PDH-I;  
b. PDH-II; 
c. PDH-III; dan 

d. PDH-IV. 
(2) PDH-I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

digunakan oleh pimpinan tinggi madya dan pimpinan 

tinggi pratama dalam melaksanakan tugas pada hari 
Senin dan hari Selasa atau melaksanakan tugas di luar 

lingkungan kantor. 
(3) PDH-II dan PDH-III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dan huruf c digunakan oleh Pegawai dalam 

melaksanakan tugas pada hari Senin dan hari Selasa 
kecuali ditentukan lain melalui kebijakan Menteri. 

(4) PDH-IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas pada 
hari Rabu. 

(5) PDH-I, PDH-II, PDH-III, dan PDH-IV terbuat dari bahan 
kain Woolfeel Hi-Elo 100% Micro Twill Polyester. 
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(6) Warna PDH-I, PDH-II, dan PDH-III diatur dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. kemeja berwarna abu-abu muda 14-4203 TCX 

(pantone), RGB (190,189,189), HEX #bebdbd; 
b. celana berwarna abu-abu tua 19-4008 TCX 

(pantone), RGB (32,32,32), HEX #282828; dan 
c. rok berwarna abu-abu tua 19-4008 TCX (pantone), 

RGB (32,32,32), HEX #282828. 
(7) Warna PDH-IV diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. kemeja berwarna putih; 

b. celana berwarna hitam; dan 
c. rok berwarna hitam. 

(8) Gambar, bentuk, kelengkapan, atribut, dan penggunaan 
PDH tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 
Bagian Keempat 

Pakaian Dinas Lapangan 

 
Pasal 8 

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri 
atas: 
a. PDL-I; dan 

b. PDL-II Tactical. 
 

Pasal 9 
(1) PDL-I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a 

digunakan oleh Pegawai dalam: 

a. pelaksanaan tugas sehari-hari di lembaga 
pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di 

bidang keamanan dan ketertiban; 
b. kegiatan siaga/apel siaga; 
c. kegiatan pengendalian massa; 

d. kegiatan penegakan ketertiban; 
e. kegiatan pengamanan; 
f. kegiatan pelaksanaan tugas operasional; 

g. kegiatan pelaksanaan tugas khusus; dan 
h. kegiatan dalam bidang tertentu berdasarkan 

kebijakan yang ditentukan Menteri. 
(2) PDL-I terbuat dari bahan kain Ribstop 100% Micro Twill 

Polyester. 
(3) Warna PDL-I diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. kemeja berwarna hitam; 

b. celana berwarna hitam; dan 
c. kaos berwarna hitam. 
 

Pasal 10 
(1) PDL-II Tactical sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

huruf b digunakan oleh Pegawai pada: 
a. kegiatan operasional di lapangan; 
b. kegiatan/event tertentu; dan 

c. kegiatan lain berdasarkan kebijakan yang 
ditentukan Menteri. 

(2) PDL-II Tactical sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga 
dapat digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan 
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tugas kedinasan pada hari Kamis dan hari Jumat apabila 
tidak menggunakan Pakaian Dinas batik. 

(3) PDL-II Tactical terbuat dari bahan kain Ribstop 100% 
Micro Twill Polyester. 

(4) Warna PDL-II Tactical diatur dengan ketentuan sebagai 

berikut: 
a. atasan berwarna merah marun (burgundy) 19-1725 

TCX (pantone), RGB (92,44,53), HEX #5c2c35; dan 
b. celana tactical berwarna khaki 15-1216 TCX 

(pantone), RGB (191,175,146), HEX #bfaf92. 
 

Pasal 11 

Gambar, bentuk, kelengkapan, atribut, dan penggunaan PDL 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
 

Bagian Kelima 

Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia 
 

Pasal 12 

(1) Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d digunakan 

oleh Pegawai pada kegiatan upacara hari ulang tahun 
Korps Pegawai Republik Indonesia, upacara hari besar 
nasional, rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh 

Korps Pegawai Republik Indonesia nasional, musyawarah 
Korps Pegawai Republik Indonesia tingkat 

daerah/nasional, dan acara/kegiatan lain yang 
ditentukan. 

(2) Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia terbuat 

dari bahan Cotton Combed 50s. 
(3) Warna Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia 

sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Dewan 
Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia. 

(4) Gambar, bentuk, kelengkapan, atribut, dan penggunaan 

Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 
BAB III 

PAKAIAN DINAS KHUSUS 
 

Pasal 13 

Pakaian Dinas Khusus terdiri atas: 
a. Pakaian Dinas sipil lengkap; 

b. Pakaian Dinas sipil harian;  
c. Pakaian Dinas pelayanan masyarakat; 
d. Pakaian Dinas pembawa bendera pataka; 

e. Pakaian Dinas pengawal inspektur upacara; 
f. Pakaian Dinas penyidik pegawai negeri sipil; 
g. Pakaian Dinas petugas protokol dan pengamanan; 

h. Pakaian Dinas dokter; dan 
i. Pakaian Dinas penugasan di lembaga pemasyarakatan 

high risk. 
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Pasal 14 
(1) Pakaian Dinas sipil lengkap sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 huruf a digunakan oleh Pegawai pada 

kegiatan upacara resmi kenegaraan, upacara di 
mancanegara, kunjungan resmi ke luar negeri, tugas 

hubungan internasional, pertemuan resmi/pertemuan 
ilmiah, dan kegiatan lain yang ditentukan oleh pimpinan. 

(2) Gambar, bentuk, warna, kelengkapan, atribut, dan 

penggunaan Pakaian Dinas sipil lengkap tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 
Pasal 15 

(1) Pakaian Dinas sipil harian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 huruf b digunakan oleh Pegawai pada 
pelaksanaan tugas khusus dan kegiatan lain yang 

ditentukan oleh pimpinan. 
(2) Gambar, bentuk, warna, kelengkapan, atribut, dan 

penggunaan Pakaian Dinas sipil harian tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Menteri ini. 

 
Pasal 16 

(1) Pakaian Dinas pelayanan masyarakat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 huruf c digunakan oleh 
Pegawai yang melaksanakan tugas pada: 

a. layanan kantor imigrasi; 
b. layanan kekayaan intelektual; 
c. layanan administrasi hukum umum; 

d. layanan informasi pada unit kerja pelayanan;  
e. layanan kunjungan pada lembaga pemasyarakatan 

dan rumah tahanan negara;  
f. lembaga pemasyarakatan anak; dan 
g. tempat pemeriksaan imigrasi. 

(2) Pakaian Dinas pelayanan masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) juga digunakan oleh Pegawai 
yang melaksanakan tugas sebagai Pembimbing 

Kemasyarakatan dalam melaksanakan kunjungan klien 
atau hadir di persidangan.  

(3) Pakaian Dinas pelayanan masyarakat terbuat dari bahan 
kain Woolfeel Hi-Elo 100% Micro Twill Polyester. 

(4) Warna Pakaian Dinas pelayanan masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai 
dengan huruf f diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. kemeja berwarna abu-abu muda 14-4203 TCX 
(pantone), RGB (190,189,189), HEX #bebdbd; 

b. celana berwarna abu-abu tua 19-4008 TCX 

(pantone), RGB (32,32,32), HEX #282828; dan 
c. rok berwarna abu-abu tua 19-4008 TCX (pantone), 

RGB (32,32,32), HEX #282828. 
(5) Warna Pakaian Dinas pelayanan masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. kemeja berwarna hitam; dan 

b. celana berwarna hitam. 
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(6) Dalam hal diperlukan penambahan Atribut dan 
Kelengkapan Pakaian Dinas yang digunakan pada 
Pakaian Dinas Pelayanan masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf g untuk menyesuaikan 
kebutuhan organisasi pada pelaksanaan tugas dan 

fungsinya, penambahan Atribut dan Kelengkapan 
Pakaian Dinas ditetapkan dengan Keputusan Direktur 
Jenderal Imigrasi. 

(7) Gambar, bentuk, kelengkapan, atribut, dan penggunaan 
Pakaian Dinas pelayanan masyarakat tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 
 

Pasal 17 
(1) Pakaian Dinas pembawa bendera pataka sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 huruf d digunakan oleh 

Pegawai yang bertugas membawa bendera pataka. 
(2) Pakaian Dinas pembawa bendera pataka terbuat dari 

bahan kain Woolfeel Melange 100% Micro Twill Polyester. 
(3) Warna jas, celana, dan rok Pakaian Dinas pembawa 

bendera pataka adalah warna putih. 

(4) Gambar, bentuk, kelengkapan, atribut, dan penggunaan 
Pakaian Dinas pembawa bendera pataka tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 18 
(1) Pakaian Dinas pengawal inspektur upacara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 huruf e digunakan oleh 

Pegawai yang bertugas sebagai pengawal inspektur 
upacara. 

(2) Pakaian Dinas pengawal inspektur upacara terbuat dari 
bahan kain Woolfeel Melange 100% Micro Twill Polyester. 

(3) Warna Pakaian Dinas pengawal inspektur upacara diatur 

dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. jas berwarna abu-abu muda 14-4203 TCX (pantone), 

RGB (190,189,189), HEX #bebdbd; dan 
b. celana berwarna abu-abu tua 19-4008 TCX 

(pantone), RGB (32,32,32), HEX #282828. 

(4) Gambar, bentuk, Kelengkapan Pakaian Dinas, Atribut, 
dan penggunaan Pakaian Dinas pengawal inspektur 

upacara tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 19 
(1) Pakaian Dinas penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 huruf f digunakan oleh 
Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai penyidik 
pegawai negeri sipil pada bidang tertentu sesuai 

kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan 
perundangan-undangan. 

(2) Gambar, bentuk, warna, Kelengkapan Pakaian Dinas, 
Atribut, dan penggunaan Pakaian Dinas penyidik pegawai 
negeri sipil tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 20 
(1) Pakaian Dinas petugas protokol dan pengamanan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g 

digunakan oleh Pegawai yang melaksanakan tugas di 
bidang keprotokolan dan pengamanan. 

(2) Pakaian Dinas petugas protokol dan pengamanan terdiri 
atas: 
a. Pakaian Dinas petugas protokol; dan 

b. Pakaian Dinas petugas pengamanan. 
(3) Pakaian Dinas petugas protokol sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a terbuat dari bahan kain Woolfeel Hi-
Elo 100% Micro Twill Polyester” 

(4) Warna Pakaian Dinas petugas protokol sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) diatur dengan ketentuan sebagai 
berikut: 

a. setelan kemeja model tanpa lidah di pundak dan 
celana berwarna hitam; dan 

b. setelan kemeja model tanpa lidah di pundak 

berwarna abu-abu tua P 172-15 C Color (pantone), 
RGB (77,77,77), HEX #4d4d4d dan celana bahan 

kain berwarna hitam. 
(5) Pakaian Dinas petugas pengamanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b terbuat dari bahan kain 

Woolfeel Hi-Elo 100% Micro Twill Polyester. 
(6) Warna Pakaian Dinas petugas pengamanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) diatur dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. setelan kemeja model tanpa lidah pundak berwarna 

hitam dan celana tactical berwarna abu-abu tua P 
172-15 C Color (pantone), RGB (77,77,77), HEX 

#4d4d4d; dan 
b. setelan kemeja model tanpa lidah pundak berwarna 

abu-abu tua P 172-15 C Color (pantone), RGB 

(77,77,77), HEX #4d4d4d dan celana tactical 
berwarna hitam. 

(7) Pakaian Dinas petugas protokol dan pengamanan 
dilengkapi dengan Atribut berupa pin protokol dan 

pengamanan yang perolehan serta tata cara 
penggunaannya wajib dikoordinasikan dengan 
Sekretariat Jenderal Kementerian. 

(8) Gambar, bentuk, Kelengkapan Pakaian Dinas, Atribut, 
dan penggunaan Pakaian Dinas petugas protokol dan 
Pakaian Dinas petugas pengamanan tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Menteri ini. 

 
Pasal 21 

(1) Pakaian Dinas dokter sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 huruf h digunakan oleh Pegawai yang bertugas 
melaksanakan tugas di bidang kedokteran. 

(2) Gambar, bentuk, warna, kelengkapan, atribut, dan 
penggunaan Pakaian Dinas dokter tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 22 
(1) Pakaian Dinas penugasan di lembaga pemasyarakatan 

high risk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i 

digunakan oleh Pegawai yang bertugas di bidang 
keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan 

high risk. 
(2) Pakaian Dinas penugasan di lembaga pemasyarakatan 

high risk terbuat dari bahan kain katun untuk kaos/t-
shirt, pada bagian bahu dan lengan terbuat dari bahan 
ribstop dan celana terbuat dari bahan kain Ribstop 100% 
Micro Twill Polyester; 

(3) Warna kaos dan celana Pakaian Dinas penugasan di 

lembaga pemasyarakatan high risk adalah warna hitam. 
(4) Gambar, bentuk, Kelengkapan Pakaian Dinas, Atribut, 

dan penggunaan Pakaian Dinas penugasan di lembaga 
pemasyarakatan high risk tercantum dalam Lampiran I 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 

 

BAB IV 
PAKAIAN DINAS LAINNYA 

 

Pasal 23 
Pakaian Dinas Lainnya terdiri atas: 

a. Pakaian Dinas batik; 
b. Pakaian Dinas olahraga; dan 
c. Pakaian Dinas hamil. 

 
Pasal 24 

(1) Pakaian Dinas batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
23 huruf a digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan 
tugas pada hari Kamis dan hari Jumat. 

(2) Gambar, bentuk, warna, Kelengkapan Pakaian Dinas, 
Atribut, dan penggunaan Pakaian Dinas batik tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
 

Pasal 25 
(1) Pakaian Dinas olahraga sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 23 huruf b digunakan oleh Pegawai dalam kegiatan 

olahraga pada hari Jumat, kegiatan lomba/turnamen 
olahraga, dan kegiatan lain yang ditentukan. 

(2) Gambar, bentuk, warna, Kelengkapan Pakaian Dinas, 

Atribut, dan penggunaan Pakaian Dinas olahraga 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
 

Pasal 26 

(1) Pakaian Dinas hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
23 huruf c digunakan oleh Pegawai yang sedang dalam 

keadaan hamil pada saat melaksanakan tugas kedinasan 
pada hari Senin dan hari Selasa. 

(2) Gambar, bentuk, warna, Kelengkapan Pakaian Dinas, 

Atribut, dan penggunaan Pakaian Dinas hamil tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
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terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
 

BAB V 

KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS 
 

Bagian Kesatu 
Umum 

 

Pasal 27 
Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas: 
a. tutup kepala; 

b. tutup badan; 
c. tutup kaki; 

d. Atribut; dan 
e. Kelengkapan Pakaian Dinas. 
 

Bagian Kedua 
Tutup Kepala 

 
Pasal 28 

(1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 

huruf a, terdiri dari: 
a. pet; 
b. bivakmut/peci; 

c. baret;  
d. fieldcap/topi lapangan; 

e. helm;  
f. kopyah;  
g. jilbab; dan 

h. balaclava/penutup wajah. 
(2) Pet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

digunakan oleh Menteri, Wakil Menteri, dan Pegawai 
sebagai kelengkapan PDU sesuai golongan ruang dan 
kepangkatan.  

(3) Bivakmut/peci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b digunakan oleh Menteri, Wakil Menteri, dan 

Pegawai sebagai kelengkapan PDH sesuai golongan ruang 
dan kepangkatan. 

(4) Baret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

digunakan oleh Pegawai sebagai kelengkapan PDL. 
(5) Fieldcap/topi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d digunakan oleh Menteri, Wakil Menteri, dan 
Pegawai sebagai kelengkapan PDL sesuai golongan ruang, 
kepangkatan, dan tingkat jabatan. 

(6) Helm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
digunakan oleh Pegawai sebagai kelengkapan Pakaian 

Dinas pembawa bendera pataka, Pakaian Dinas pengawal 
inspektur upacara, dan Pakaian Dinas penugasan di 
lembaga pemasyarakatan high risk. 

(7) Kopyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
digunakan oleh Pegawai sebagai kelengkapan Pakaian 

Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia. 
(8) Jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g 

digunakan oleh Pegawai sebagai kelengkapan Pakaian 

Dinas bagi wanita berjilbab.  
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(9) Balaclava/penutup wajah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf h digunakan oleh Pegawai yang 
melaksanakan tugas khusus di lembaga pemasyarakatan 

high risk. 
(10) Gambar, bentuk, warna, penggunaan, dan Atribut pet, 

bivakmut/peci, baret, fieldcap/topi lapangan, helm, 
kopyah, jilbab, dan balaclava/penutup wajah tercantum 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Bagian Ketiga 
Tutup Badan 

 
Pasal 29 

(1) Tutup badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 

huruf b terdiri atas: 
a. scarf; 
b. sarung tangan; 
c. t-shirt/kaos;  
d. sabuk kecil; 

e. sabuk besar; dan 
f. kopelriem. 

(2) Scarf dan sarung tangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a dan huruf b digunakan oleh Pegawai 

yang bertugas sebagai pembawa pataka dan pengawal 
inspektur upacara. 

(3) T-shirt/kaos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

digunakan oleh Pegawai sebagai kelengkapan 
penggunaan PDL. 

(4) Sabuk kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
digunakan oleh Pegawai sebagai kelengkapan Pakaian 
Dinas. 

(5) Sabuk besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
e digunakan oleh Pegawai yang bertugas sebagai 
pembawa pataka dan pengawal inspektur upacara. 

(6) Kopelriem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
digunakan oleh Pegawai yang menggunakan PDL. 

(7) Gambar, bentuk, penggunaan dan warna scarf, sarung 
tangan, t-shirt/kaos, sabuk kecil, sabuk besar, dan 

kopelriem tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Bagian Keempat 
Tutup Kaki 

 

Pasal 30 
(1) Tutup kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf 

c, terdiri dari: 
a. sepatu, meliputi: 

1. sepatu dinas harian warna hitam; 

2. sepatu dinas lapangan, terdiri atas: 
a) warna hitam; dan 

b) warna putih. 
3. sepatu dinas ankleboots; dan 
4. sepatu tactical; 
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b. kaus kaki, meliputi; 
1. kaus kaki dinas harian warna hitam; dan 
2. kaus kaki dinas lapangan, terdiri atas: 

a) warna hitam; dan 
b) warna putih. 

(2) Gambar, bentuk, penggunaan, warna sepatu, dan kaus 
kaki tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 
Bagian Kelima 

Atribut 

 
Paragraf 1 

Umum 
 

Pasal 31 

Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, 
terdiri atas: 

a. tanda pangkat; 
b. tanda induk organisasi; 
c. tanda lokasi; 

d. tanda unit pelaksana teknis; 
e. tanda kehormatan; 
f. papan nama; 

g. tanda jabatan;  
h. brevet; 

i. pin kemahiran; 
j. pin pendidikan;  
k. pin Korps Pegawai Republik Indonesia;  

l. pin pengayoman; 
m. pin logo tata nilai “PASTI”;  

n. pin protokol dan pengamanan; 
o. lencana kewenangan;  
p. tanda fungsional; dan 

q. logo unit utama. 
 

Paragraf 2 

Tanda Pangkat 
 

Pasal 32 
(1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 

huruf a terdiri atas: 

a. tanda pangkat upacara; 
b. tanda pangkat harian; 
c. tanda pangkat lapangan; dan 

d. tanda pangkat kerah. 
(2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, huruf b, dan huruf c terdiri atas: 
a. tanda pangkat dengan lis warna merah yang 

digunakan oleh Menteri, Wakil Menteri, dan kepala 

satuan kerja; 
b. tanda pangkat dengan lis warna hitam yang 

digunakan oleh Pegawai yang bukan merupakan 
kepala satuan kerja. 

(3) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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huruf d digunakan oleh Menteri, Wakil Menteri, pimpinan 
tinggi madya, dan pimpinan tinggi pratama di lingkungan 
Kementerian pada saat menggunakan PDH-I dan PDH-IV. 

(4) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
berbentuk bintang 8 (delapan) sudut. 

(5) Penggunaan tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) disesuaikan dengan jabatan yang diemban, 
dengan pengaturan sebagai berikut: 

a. empat bintang 8 (delapan) sudut digunakan oleh 
Menteri; 

b. tiga bintang 8 (delapan) sudut digunakan oleh Wakil 

Menteri, pimpinan tinggi madya setara eselon Ia dan 
eselon Ib, dan staf khusus Menteri; 

c. dua bintang 8 (delapan) sudut digunakan oleh 
pimpinan tinggi pratama setara eselon IIa; dan 

d. satu bintang 8 (delapan) sudut digunakan oleh 

pimpinan tinggi pratama setara eselon IIb. 
(6) Filosofi tanda bintang 8 (delapan) sudut tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Menteri ini. 

 

Paragraf 3 
Tanda Induk Organisasi 

 

Pasal 33 
(1) Tanda induk organisasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 31 huruf b digunakan pada PDU-II, PDH-II, PDH-
III, PDL, dan Pakaian Dinas pelayanan masyarakat. 

(2) Tanda induk organisasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dipasang pada lengan kiri. 
 

Paragraf 4 
Tanda Lokasi dan Tanda Unit Pelaksana Teknis 

 

Pasal 34 
(1) Tanda lokasi dan tanda unit pelaksana teknis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dan 

huruf d digunakan pada PDU-II, PDH-II, PDH-III, PDL, 
dan Pakaian Dinas pelayanan masyarakat. 

(2) Tanda lokasi dan tanda unit pelaksana teknis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada 
lengan kanan. 

 
Paragraf 5 

Tanda Kehormatan 

 
Pasal 35 

(1) Tanda kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
31 huruf e digunakan oleh Pegawai yang berhak. 

(2) Tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 
a. tanda kehormatan medali digunakan pada PDU-I; 

dan 
b. tanda kehormatan pita digunakan pada PDU-II, 

PDH-II, PDH-III, PDH-IV, Pakaian Dinas pelayanan 
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masyarakat, Pakaian Dinas pembawa bendera 
pataka, dan Pakaian Dinas pengawal inspektur 
upacara. 

(3) Tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipasang 1 (satu) sentimeter di atas tutup saku pada 

bagian dada kiri kemeja. 
 

Paragraf 6 

Papan Nama 
 

Pasal 36 

Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f 
dipasang 1 (satu) sentimeter di atas tutup saku pada bagian 

dada kanan kemeja, sesuai peruntukannya. 
 

Paragraf 7 

Tanda Jabatan 
 

Pasal 37 
(1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 

huruf g dipakai bagi yang berhak sesuai tingkat jabatan 

dan digunakan sesuai peruntukannya. 
(2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipasang pada saku kanan atas.  

 
Paragraf 8 

Brevet, Pin Kemahiran, dan Pin Pendidikan 
 

Pasal 38 

Brevet, pin kemahiran, dan pin pendidikan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 huruf h, huruf i, dan huruf j 

diperoleh melalui kursus/pendidikan/pelatihan pada lembaga 
pendidikan resmi Kementerian maupun di luar Kementerian 
dan digunakan sesuai peruntukannya. 

 
Paragraf 9 

Pin Korps Pegawai Republik Indonesia 

 
Pasal 39 

(1) Pin Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 huruf k digunakan oleh 
Pegawai pada Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik 

Indonesia. 
(2) Pin Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dipasang pada bagian dada kiri 

atas kemeja. 
 

Paragraf 10 
Pin Pengayoman dan Pin Logo Tata Nilai “PASTI” 

 

Pasal 40 
(1) Pin pengayoman dan pin tata nilai “PASTI” sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 31 huruf l dan huruf m digunakan 
oleh Pegawai pada PDU, PDH, dan Pakaian Dinas 
pelayanan masyarakat. 
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(2) Pin pengayoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipasang pada bagian dada kiri atas kemeja. 

(3) Pin tata nilai “PASTI” sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dipasang pada bagian dada kanan atas kemeja. 
 

Paragraf 11 
Pin Protokol dan Pengamanan 

 

Pasal 41 
(1) Pin protokol dan pengamanan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 31 huruf n digunakan oleh Pegawai yang 

melaksanakan tugas di bidang keprotokolan dan 
pengamanan. 

(2) Pin protokol dan pengamanan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dipasang di bagian dada sebelah kiri. 

 

Paragraf 12 
Lencana Kewenangan 

 
Pasal 42 

Lencana kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 

huruf o digunakan oleh Pegawai yang diberikan kewenangan 
khusus dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu. 
 

Paragraf 13 
Tanda Fungsional 

 
Pasal 43 

(1) Tanda fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 

huruf p digunakan oleh Pegawai yang menduduki jabatan 
fungsional. 

(2) Tanda fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipasang pada bagian dada kiri atas kemeja. 

 

Paragraf 14 
Logo Unit Utama 

 

Pasal 44 
Logo unit utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 

huruf q dipasang pada: 
a. lengan kanan PDU-II, PDH-II, PDH-III, PDL, dan Pakaian 

Dinas pelayanan masyarakat; 

b. bendera pataka; dan 
c. keperluan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 
Pasal 45 

Gambar, bentuk, bahan, warna, dan penempatan Atribut 
Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Bagian Keenam 
Kelengkapan Lainnya 

 

Pasal 46 
(1) Kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27 huruf e, terdiri atas: 
a. bendera pataka; 
b. dasi; 

c. rompi; 
d. tali bahu/tali kur;  
e. tanda pengenal; dan 

f. jaket. 
(2) Bendera pataka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a merupakan bendera yang berwarna dasar biru 
tua dengan rumbai berwarna kuning emas, digunakan 
pada ruang rapat, auditorium, tempat penyelenggaraan 

kegiatan yang bersifat kedinasan serta keperluan atribut 
ruang kerja pimpinan, terdiri atas: 

a. bendera pataka dengan logo Kementerian di bagian 
tengah; 

b. bendera pataka dengan logo unit utama di bagian 

tengah dan logo Kementerian di sudut kiri atas; dan 
c. bendera pataka dengan tanda bintang 8 (delapan) 

sudut bagi Menteri, Wakil Menteri, pimpinan tinggi 

madya, dan pimpinan tinggi pratama. 
(3) Dasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

digunakan oleh Pegawai pada PDU-I dan Pakaian Dinas 
pelayanan masyarakat. 

(4) Rompi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

terdiri atas: 
a. rompi anti peluru warna hitam, digunakan oleh 

Pegawai yang bertugas di lembaga pemasyarakatan 
high risk; dan 

b. rompi lapangan warna hijau, digunakan oleh 

Pegawai yang melaksanakan tugas khusus sesuai 
peruntukannya. 

(5) Tali bahu/tali kur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d digunakan oleh Pegawai yang bertugas sebagai 
ajudan Menteri, ajudan Wakil Menteri, dan ajudan kepala 

kantor wilayah pada saat menggunakan PDU-I, PDU-II, 
dan PDL-I.  

(6) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e digunakan oleh Pegawai pada saat melaksanakan 
tugas sehari-hari. 

(7) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat 
digunakan oleh Pegawai yang melaksanakan: 
a. tugas siaga/piket pada malam hari di lembaga 

pemasyarakatan dan rumah tahanan negara; dan 
b. tugas kedinasan dalam situasi kondisi tertentu yang 

dipandang perlu untuk penggunaannya. 

(8) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
terbuat dari bahan kain Taslan. 

(9) Gambar, bentuk, bahan, dan warna kelengkapan lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
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dari Peraturan Menteri ini. 
 

BAB VI 

SPESIFIKASI BAHAN PAKAIAN DINAS 
 

Pasal 47 
Spesifikasi bahan PDU, PDH, dan PDL tercantum pada 
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 
 

BAB VII 

PENDANAAN 
 

Pasal 48 
Segala pendanaan yang diperlukan untuk pengadaan dan 
distribusi Pakaian Dinas, Atribut, dan Kelengkapan Pakaian 

Dinas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

 
BAB VIII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 
Pasal 49 

Pembinaan dan pengawasan dalam penggunaan Pakaian 

Dinas, Atribut, dan Kelengkapan Pakaian Dinas terhadap 
Pegawai dilakukan oleh kepala satuan kerja dan/atau pejabat 

pengemban fungsi kepegawaian dan fungsi pengawasan pada 
satuan kerja. 
 

BAB IX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

 
Pasal 50 

Dalam memenuhi undangan di luar lingkungan Kementerian, 

Pegawai dapat menggunakan PDH, Pakaian Dinas sipil harian, 
Pakaian Dinas batik, atau pakaian lain sebagaimana 
ditentukan dalam undangan. 

 
BAB X 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 51 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pakaian Dinas 
berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas dan 

Atribut bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1282), masih tetap dapat digunakan dalam 
jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak 
tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.  
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BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 52 
Penggunaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapan 

Pakaian Dinas dilaksanakan secara serentak paling lama 1 
(satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini 
diundangkan. 

 
Pasal 53 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 
2018 tentang Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1282), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 54 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 November 2022 
 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd. 
 

YASONNA H. LAOLY 
 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 23 November 2022 
 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd. 
 
YASONNA H. LAOLY 
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